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Abstrak

Transformasi digital pada instansi pemerintah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi tata kelola layanan
teknologi informasi. Saat ini, banyak perangkat daerah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan layanan yang bersifat
manual, kurangnya transparansi proses, serta kesulitan dalam melakukan pemantauan layanan secara terpusat bagi masyarakat
maupun internal instansi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI) yang terintegrasi
di lingkungan Diskominfo Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah metode
pengembangan perangkat lunak berbasis web yang berfokus pada kemudahan akses dan fleksibilitas konfigurasi layanan.
Metode penelitian mencakup tahap analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur, implementasi fitur Form Builder yang
dinamis, manajemen integrasi melalui API, serta pengujian sistem kepada berbagai peran pengguna meliputi Super Admin,
Admin, User, dan Verifikator. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa implementasi SMLTI berhasil meningkatkan
efisiensi manajemen layanan secara signifikan. Fitur transparansi tracking memungkinkan pemantauan progres layanan secara
real-time, sementara fitur API Management dan Form Builder memberikan fleksibilitas tinggi bagi administrator dalam
mengelola serta memperluas cakupan layanan tanpa memerlukan perubahan kode program yang kompleks. Kesimpulan dari
penelitian ini menyatakan bahwa sistem SMLTI terbukti mampu mendukung transformasi digital di Diskominfo Kota
Tangerang Selatan dengan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kata Kunci: Transformasi Digital, SMLTI, Pelayanan TI, Diskominfo, Tangerang Selatan.

Abstract

Digital transformation in government agencies has become an urgent necessity to improve the efficiency of information
technology service management. Currently, many regional apparatuses still face challenges in managing manual services, lack
of process transparency, and difficulties in centralized service monitoring for both the public and internal agencies. This study
aims to develop an Integrated IT Service Management System (SMLTI) within the Diskominfo of South Tangerang City. The
approach used in system development is a web-based software development method focusing on ease of access and flexibility
of service configuration. The research methods include system requirements analysis, architectural design, implementation of
dynamic Form Builder features, integration management via API, and system testing across various user roles, including Super
Admin, Admin, User, and Verifier. The main results demonstrate that the implementation of SMLTI significantly improves
service management efficiency. The transparency tracking feature allows for real-time monitoring of service progress, while
the API Management and Form Builder features provide high flexibility for administrators to manage and expand service
coverage without requiring complex code modifications. The conclusion of this study indicates that the SMLTI system
effectively supports digital transformation at the Diskominfo of South Tangerang City by creating a more transparent,

accountable, and efficient public service ecosystem.
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1. Introduction

Transformasi digital saat ini telah menjadi pilar utama dalam
modernisasi  birokrasi pemerintahan, khususnya dalam
mewujudkan konsep Smart City yang diusung oleh banyak
daerah untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan
publik di era digital (Mergel, 2019). Pemerintah dituntut
untuk tidak hanya hadir secara fisik dalam memberikan
layanan, tetapi juga harus mampu menghadirkan ekosistem
layanan publik berbasis teknologi yang cepat, transparan,
inklusif, dan sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat
modern.

Dalam konteks pelayanan Teknologi Informasi (TI) di
lingkungan pemerintahan, efisiensi tata kelola menjadi
prasyarat mutlak agar setiap instansi dapat memberikan
dukungan teknis yang optimal kepada masyarakat maupun
antar perangkat daerah lainnya (Turban, 2024). Pengelolaan
layanan yang terstandarisasi dengan baik akan berdampak
langsung pada kecepatan distribusi informasi, akurasi dalam
pengambilan  kebijakan  strategis, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya teknologi yang tersedia di instansi
tersebut untuk mendukung pembangunan daerah (Turban,
2024).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak
instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Diskominfo
Kota Tangerang Selatan, masih menemui hambatan yang
signifikan dalam mengelola alur layanan yang bersifat
konvensional dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Proses
pengajuan layanan yang masih mengandalkan komunikasi
personal secara informal serta penggunaan formulir fisik yang
terpisah-pisah menyebabkan inefisiensi operasional yang
cukup parah dan memperlambat waktu respons atau Service
Level Agreement (SLA) secara keseluruhan (Davenport,
2023).

Ketergantungan pada proses manual yang administratif ini
meningkatkan potensi human error dalam pendataan, proses
verifikasi, hingga pengarsipan dokumen, yang pada akhirnya
sangat menghambat kecepatan dan ketepatan layanan bagi
pengguna. Ketidakmampuan sistem manual untuk beradaptasi
dengan volume permintaan layanan yang tinggi dan beragam
menjadi tantangan fundamental yang harus segera
diselesaikan agar tidak terjadi penumpukan beban kerja yang
kontraproduktif (Davenport, 2023).

Lebih lanjut, tantangan dalam pelayanan TI tidak hanya
berhenti pada masalah kecepatan proses saja, tetapi juga pada
aspek akuntabilitas dan dokumentasi sistematis yang menjadi
standar penilaian kinerja instansi. Sistem yang terfragmentasi
antar bagian sering kali menyebabkan data layanan tersebar di
berbagai tempat, sehingga sangat sulit bagi pihak manajemen
untuk melakukan audit kinerja atau evaluasi efektivitas
layanan secara berkala dan akurat (Mergel, 2019).

Permasalahan utama yang menjadi titik kritis lainnya adalah
rendahnya tingkat transparansi dalam alur proses bisnis
layanan yang dirasakan oleh pemohon (Kim & Lee, 2024).
Sering kali, pemohon layanan terjebak dalam ketidakpastian
informasi mengenai status pengajuan mereka—apakah
sedang diproses, diverifikasi oleh admin, atau bahkan tertunda
tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga hal ini dapat
menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas
instansi (Kim & Lee, 2024).

Selain itu, kebutuhan akan pertukaran data antar sistem yang
semakin kompleks di masa kini menuntut adanya mekanisme
manajemen API (4PI Management) yang handal, aman, dan
terdokumentasi dengan baik (Cichowski, 2022). Tanpa
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adanya tata kelola API yang terstruktur, integrasi antar
aplikasi di lingkungan pemerintah menjadi sangat rapuh, tidak
efisien, dan rentan terhadap risiko keamanan serta
ketidakstabilan sistem secara keseluruhan yang dapat
mengganggu alur kerja instansi (Cichowski, 2022).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan
langkah digitalisasi tata kelola layanan TI yang lebih
komprehensif dan terpadu (Setiawan, 2025). Pengembangan
Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI) hadir sebagai solusi
inovatif untuk melakukan sentralisasi manajemen layanan
melalui arsitektur aplikasi yang terpusat dan mudah diakses
oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga alur birokrasi
menjadi lebih ramping dan efisien (Setiawan, 2025).

SMLTI tidak sekadar menjadi media pengajuan layanan
berbasis web, melainkan sebuah ekosistem control center
yang mampu mengakomodasi kompleksitas operasional
secara mendalam, mulai dari perancangan formulir dinamis
melalui Form Builder, pengaturan hak akses berbasis peran
(multi-role), hingga visualisasi progres layanan secara real-
time bagi semua pihak yang berkepentingan untuk
mempermudah monitoring (Kim & Lee, 2024).

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  dan
mengimplementasikan sistem SMLTI di Diskominfo Kota
Tangerang Selatan guna meningkatkan maturitas digital dan
standar pelayanan TI yang prima bagi seluruh pengguna
internal maupun masyarakat luas (Setiawan, 2025). Dengan
menerapkan sistem ini, diharapkan terjadi perubahan
paradigma pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan
berbasis data sebagai upaya nyata peningkatan kualitas sektor
publik di masa depan (Turban, 2024).

2. Studi Literatur

2.1 Konsep Transformasi Digital Pemerintahan.
Transformasi digital dalam sektor publik bukan sekadar
migrasi data ke sistem komputer, melainkan rekayasa ulang
proses bisnis untuk mencapai standar pelayanan Smart City
yang ideal, di mana teknologi menjadi tulang punggung
efisiensi (Vial, 2019). Digitalisasi ini menuntut instansi untuk
mengintegrasikan berbagai layanan terfragmentasi ke dalam
satu ekosistem yang koheren, guna menciptakan alur birokrasi
yang ramping dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan transformasi ini, pemerintah diharapkan mampu
membangun budaya kerja yang lebih responsif dan inklusif
dalam merespons dinamika kebutuhan warga negara di era
modern yang sangat menuntut kecepatan pelayanan (Matt,
2015).

Lebih jauh, keberhasilan transformasi ini sangat ditentukan
oleh sejauh mana instansi mampu menyeimbangkan inovasi
teknologi dengan kesiapan struktural birokrasi, sehingga
tercipta harmoni antara sistem dan SDM. Perubahan ini
memerlukan komitmen  jangka  panjang dalam
menyederhanakan regulasi yang selama ini menghambat
efisiensi pelayanan publik (Bloch, 2013). Dengan
mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada
kemudahan akses, pemerintah dapat menciptakan model tata
kelola yang tidak hanya memangkas birokrasi fisik, tetapi
juga mempercepat pengambilan keputusan strategis yang
berbasis data.
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Secara teknis, digitalisasi pemerintahan harus berpijak pada
kematangan digital yang terukur untuk menjamin
keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Pemerintah perlu
terus mengadopsi teknologi mutakhir agar tetap relevan
dengan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.
Integrasi data lintas sektoral menjadi kunci agar layanan tidak
hanya sekadar berjalan, tetapi juga bersifat proaktif dalam
memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang kompleks,
didukung oleh kesiapan infrastruktur digital yang inklusif,
aman, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

2.2 Information Technology Service Management (ITSM)
dalam Birokrasi

Information Technology Service Management (ITSM)
menyediakan kerangka kerja strategis yang sangat vital untuk
memastikan layanan TI pemerintah berjalan secara konsisten,
berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan organisasi yang
dinamis. Di lingkungan birokrasi, penerapan ITSM
membantu mengelola permintaan layanan secara lebih
profesional, sehingga setiap dukungan yang diberikan kepada
masyarakat dapat terukur, terdokumentasi, dan transparan
(Brumfield, 2019). Dengan framework ini, instansi mampu
memetakan kebutuhan operasional TI dengan jauh lebih
efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang
sering kali bersifat silo dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Selain itu, ITSM sangat berperan dalam menciptakan
akuntabilitas tinggi melalui metrik kinerja yang jelas seperti
Service Level Agreement (SLA). Hal ini sangat krusial dalam
lingkungan birokrasi, di mana ketepatan waktu dalam
merespons kendala teknis sering kali menjadi penentu utama
kualitas layanan pemerintah di mata publik. Dengan
pendekatan ITSM, tim TI dapat beralih dari pola kerja reaktif
menjadi proaktif, yang secara signifikan akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap profesionalisme instansi dalam
menjaga ketersediaan layanan teknis secara stabil.

Strategi layanan berbasis on-demand yang didukung oleh
ITSM juga memastikan bahwa sumber daya teknologi dapat
dialokasikan dengan optimal untuk menunjang produktivitas
kerja seluruh staf. Dengan manajemen layanan yang disiplin,
instansi mampu melakukan efisiensi biaya operasional sambil
terus meningkatkan kualitas luaran layanan secara
berkelanjutan (Dumas, 2018). Fleksibilitas dalam pengelolaan
layanan  ini  sangat penting untuk  memastikan
keberlangsungan operasional pemerintah yang lebih luas,
sehingga setiap tantangan teknis dapat diatasi dengan tanggap
melalui standar operasional yang terstruktur dan mudah
diikuti.

2.3 Peran API Management dalam Integrasi Ekosistem
Manajemen API (API Management) kini menjadi solusi
strategis yang krusial bagi pemerintah dalam mengatasi
masalah fragmentasi sistem informasi yang selama ini
membatasi pertukaran data antar instansi. Dengan
implementasi sistem manajemen API yang terstandarisasi,
data dapat mengalir secara aman, efisien, dan terdokumentasi
dengan baik di antara berbagai aplikasi yang berbeda,
sehingga menghilangkan ketergantungan pada integrasi
manual yang rentan terhadap kesalahan. Pengelolaan ini
memungkinkan setiap unit kerja untuk berbagi data tanpa
harus mengorbankan keamanan sistem secara keseluruhan,
yang sering menjadi kendala utama dalam integrasi digital di
lingkungan pemerintahan (Cai, 2020).

Penggunaan API yang terkelola dengan baik berperan sebagai
katalisator utama dalam transformasi digital instansi,
memungkinkan kolaborasi antar aplikasi pemerintah dapat
berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Hal ini
memberikan fleksibilitas tinggi bagi instansi untuk
mengembangkan ekosistem layanan digital yang lebih luas
dan terpadu, di mana data dari satu sistem dapat dengan
mudah diakses dan diproses oleh sistem lainnya melalui
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antarmuka yang sudah terverifikasi. Kemampuan integrasi ini
merupakan fondasi bagi terciptanya layanan on-demand yang
responsif terhadap permintaan dari masyarakat maupun
kebutuhan koordinasi antar perangkat daerah.

Tanpa adanya tata kelola API yang terstruktur dan terpusat,
integrasi antar aplikasi di lingkungan pemerintahan menjadi
sangat rapuh, tidak efisien, dan rentan terhadap risiko
keamanan yang dapat mengancam integritas data pemerintah.
Oleh karena itu, manajemen API bukan sekadar komponen
teknis, melainkan fondasi keamanan strategis bagi seluruh
arsitektur sistem informasi pemerintah untuk memastikan
stabilitas infrastruktur. Dengan tata kelola yang benar,
instansi dapat meminimalisir celah keamanan sekaligus
memastikan bahwa setiap pertukaran data tercatat dan diawasi
secara ketat oleh pengelola sistem.

2.4 Fleksibilitas Digital Form Builder

Proses birokrasi yang efisien sangat bergantung pada
kemudahan pemohon dalam mengakses dan mengisi formulir
layanan secara digital tanpa adanya hambatan administratif
yang berarti. Penggunaan digital form builder berbasis drag-
and-drop menawarkan solusi modern yang sangat fleksibel
untuk menangani berbagai kebutuhan formulir layanan yang
dinamis di lingkungan pemerintahan.

Teknologi no-code ini telah terbukti secara signifikan
memangkas waktu pengembangan sistem dibandingkan
dengan metode koding konvensional yang kaku dan
memerlukan biaya besar. Efisiensi waktu yang ditawarkan
memungkinkan tim TI pemerintah untuk lebih lincah dalam
merespons perubahan kebutuhan layanan di lapangan.

Selain itu, formulir digital yang dirancang dengan baik
membantu meminimalkan human error dalam proses input
dan verifikasi data yang sering terjadi pada penggunaan
dokumen fisik. Penggunaan validasi data otomatis
memberikan kepastian bahwa informasi yang dimasukkan
sudah benar sejak awal pengajuan.

2.5 Arsitektur Layanan Berbasis Web

Implementasi arsitektur layanan berbasis web merupakan
langkah krusial dalam mencapai transformasi digital yang
inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Anthopoulos,
2016). Dengan memusatkan aksesibilitas melalui platform
berbasis web yang responsif, instansi pemerintah dapat
memastikan bahwa layanan tersedia secara merata bagi
seluruh pengguna internal maupun masyarakat luas.
Arsitektur yang terpusat ini juga sangat mendukung
terciptanya tata kelola data yang sistematis, transparan, dan
akuntabel di lingkungan instansi, yang sangat memudahkan
manajemen dalam melakukan pemantauan kinerja secara
real-time (Meijer, 2016). Pimpinan instansi dapat melakukan
pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih
akurat.

Dengan standar arsitektur yang kuat dan terdokumentasi,
Diskominfo dapat meningkatkan maturitas digital daerahnya
secara konsisten dan terukur. Lingkungan kerja yang lebih
sistematis akan tercipta melalui integrasi layanan dalam satu
platform web yang intuitif dan mudah digunakan oleh seluruh
staf (Bekkers, 2011).

2.6 Penelitian Terdahulu

(Vial, 2019) menekankan bahwa integrasi layanan dalam
konsep transformasi digital bukan sekadar masalah teknis,
melainkan pergeseran filosofis dalam cara pemerintah
melayani warga negara. Risetnya memberikan dasar teoretis
bahwa tanpa tata kelola yang terintegrasi, teknologi digital
justru berisiko menambah kompleksitas administratif yang
lebih besar daripada sistem konvensional. Temuan ini menjadi
pengingat bahwa teknologi harus menjadi alat untuk
mempermudah alur kerja, bukan justru menciptakan lapisan
birokrasi digital yang menghambat kecepatan layanan.
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(Matt, 2015) menyoroti tantangan unik yang dihadapi instansi
pemerintah dalam transformasi digital, di mana upaya tersebut
sering kali terbentur oleh resistensi budaya organisasi yang
kuat. Penelitian mereka membuktikan bahwa keberhasilan
digitalisasi daerah tidak hanya bergantung pada kecanggihan
perangkat lunak, tetapi sangat bergantung pada strategi
transformasi yang selaras antara visi pimpinan dan struktur
birokrasi. Keselarasan visi antara pengambil kebijakan dan
pelaksana teknis menjadi kunci utama dalam meminimalisir
hambatan kultural yang muncul di masa transisi.

Dalam aspek operasional, (Dumas, 2018) melakukan studi
mendalam mengenai manajemen proses bisnis di sektor
publik yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi secara
drastis dibandingkan dengan sistem manual. Temuan mereka
menegaskan bahwa otomatisasi proses bisnis bukan berarti
menghilangkan peran manusia sepenuhnya, melainkan
mengalihkan beban kerja administratif yang repetitif ke
sistem yang jauh lebih efisien. Dengan demikian, staf layanan
dapat lebih fokus pada penanganan kasus yang membutuhkan
penalaran kompleks, yang pada akhirnya meningkatkan
kualitas pelayanan secara keseluruhan.

(Scherer, 2021) mengeksplorasi revolusi metode no-code
yang secara drastis mengubah cara instansi pemerintah dalam
mengembangkan sistem layanan secara mandiri tanpa
ketergantungan penuh pada tim pengembang eksternal.
Penelitian mereka menunjukkan bahwa metode ini
menurunkan hambatan teknis secara signifikan bagi staf non-
IT untuk berpartisipasi aktif dalam perancangan alur kerja
layanan yang efektif. Hal ini menciptakan demokratisasi
pengembangan sistem di lingkungan birokrasi, di mana solusi
layanan dapat dirancang langsung oleh mereka yang
memahami kebutuhan operasional harian.

(Cai, 2020) mendalami aspek krusial mengenai
interoperabilitas data sebagai tulang punggung keamanan
digital pemerintah dalam ekosistem layanan yang terbuka.
Mereka menegaskan bahwa dalam era keterbukaan data, tata
kelola data yang buruk dapat menjadi celah fatal bagi
keamanan siber instansi pemerintah yang membahayakan
kerahasiaan data warga. Oleh karena itu, membangun
arsitektur pertukaran data yang aman dan terdokumentasi
adalah prasyarat mutlak sebelum instansi melangkah lebih
jauh menuju integrasi sistem yang lebih kompleks.
(Anthopoulos, 2016) berkontribusi dengan mengembangkan
Unified Smart City Model yang dirancang khusus untuk
layanan TI di lingkungan pemerintah kota. Risetnya
memberikan  kerangka ukur yang sistematis dan
komprehensif, yang memungkinkan instansi pemerintah
untuk mengevaluasi secara mandiri sejauh mana mereka telah
berhasil mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik
dibandingkan dengan standar internasional. Model ini
memberikan peta jalan yang jelas bagi Diskominfo dalam
menentukan langkah strategis berikutnya untuk meningkatkan
kapasitas teknis dan kualitas layanan.

Keseluruhan penelitian terdahulu oleh (Bekkers, 2011),
(Meijer, 2016), serta (Brumfield, 2019) secara kolektif
memberikan gambaran komprehensif bahwa keberhasilan
Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI) harus mencakup
aspek integrasi teknis, kemudahan pengembangan sistem,
serta tata kelola yang aman dan akuntabel. Temuan-temuan
tersebut menjadi landasan teoretis yang sangat kuat bagi
penelitian ini, bahwa pengembangan sistem di lingkungan
Diskominfo Kota Tangerang Selatan perlu mengadopsi
pendekatan holistik yang menyatukan seluruh elemen
tersebut. Integrasi elemen-elemen ini diharapkan dapat
menciptakan solusi layanan yang optimal, aman, dan
berkelanjutan bagi seluruh pengguna instansi.

Jurnal RESTI Vol. 9 No. 3 (2024)

2.7 Research Gap

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap studi literatur
dan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi sejumlah
kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan
adanya keterbatasan baik secara konseptual maupun
implementatif dalam tata kelola layanan TI di instansi
pemerintahan. Kesenjangan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Integrasi Sistem secara Holistik
Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus
pada aspek teknologi secara terpisah, baik hanya
berfokus pada manajemen API saja, otomatisasi service
desk saja, atau sekadar digitalisasi formulir saja. Belum
terdapat  pendekatan penelitian yang mampu
mengintegrasikan seluruh fungsi krusial tersebut ke
dalam satu ekosistem control center layanan yang utuh,
sehingga alur birokrasi di instansi pemerintah sering
kali tetap terfragmentasi.

2. Minimnya Implementasi Sistem Control Center
Terpadu
Meskipun urgensi transformasi digital di sektor publik
telah banyak dibahas, minim sekali literatur yang secara
spesifik membahas perancangan control center untuk
SMLTI di tingkat pemerintah daerah. Kebanyakan studi
masih berada pada tahap analisis kebijakan atau
pengembangan modul parsial, tanpa menyentuh
pengembangan aplikasi terintegrasi yang mampu
mengombinasikan  API, formulir dinamis, dan
pemantauan kinerja dalam satu sistem.

3. Konteks Lokal Birokrasi yang Unik
Literatur global yang ada sering kali tidak memberikan
detail teknis mengenai tantangan birokrasi lokal di
Indonesia yang memiliki karakteristik alur kerja unik
dan menuntut fleksibilitas verifikasi yang sangat tinggi.
Sebagian besar penelitian yang ada kurang
mengakomodasi kebutuhan adaptasi alur kerja internal
instansi pemerintah daerah yang dinamis dan sarat akan
kebutuhan koordinasi antar unit kerja.

4. Kurangnya Monitoring Kinerja Real-Time bagi
Pimpinan
Masih sangat terbatasnya studi yang mengeksplorasi
penggunaan dasbor visualisasi progres layanan secara
real-time sebagai sarana monitoring pimpinan di
instansi pemerintah daerah. Padahal, aspek transparansi
dan akuntabilitas melalui visualisasi data adalah elemen
kunci dalam menjaga kualitas layanan TI di lingkungan
birokrasi yang menuntut kecepatan respons tinggi.

5. Kurangnya Panduan Praktis Technology Stack
Instansi
Penelitian terdahulu jarang membahas secara spesifik
pemilihan teknologi implementasi yang optimal untuk
membangun sistem layanan pemerintah yang scalable
dan aman. Belum banyak tersedia panduan teknis
mengenai penerapan no-code maupun manajemen API
yang aman dalam satu paket solusi, sehingga instansi
sering kali kesulitan dalam memilih technology stack
yang tepat untuk mendukung keberlanjutan sistem di
masa depan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
masih belum tersedia solusi sistem layanan berbasis web yang
mampu mengintegrasikan pengelolaan API, formulir dinamis,
dan visualisasi kinerja dalam satu ekosistem digital yang
kohesif bagi instansi seperti Diskominfo. Oleh karena itu,
penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan
tersebut melalui pengembangan Sistem Manajemen Layanan
TI (SMLTI) di Diskominfo Kota Tangerang Selatan.
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi
operasional, menjamin keamanan pertukaran data melalui
manajemen API, serta menciptakan transparansi pelayanan

4
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yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan maturitas
digital daerah.

3. Methods

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC)
menggunakan model Prototype. Pemilihan metode ini
dilandasi oleh kebutuhan strategis Diskominfo Kota
Tangerang Selatan dalam membangun sistem yang adaptif,
stabil, dan mampu berevolusi mengikuti perubahan alur
birokrasi yang kompleks. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk melakukan iterasi yang
berkelanjutan antara pengembangan teknis dan validasi
fungsional oleh pengguna, guna memastikan bahwa produk
akhir—Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI)—memiliki
tingkat kegunaan (usability) yang tinggi dan -efisiensi
operasional yang maksimal (Sommerville, 2021). Dengan
metode ini, fragmentasi data dapat diminimalisir dan
transparansi proses layanan publik dapat diukur dengan
akurasi tinggi (Kendall, 2020).

3.1 Metode Pengembangan Sistem: Prototype

Metode Prototype dipilih sebagai strategi utama karena
kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi intensif
antara pengembang dan pemangku kepentingan. Dalam
konteks SMLTI, risiko ketidaksesuaian antara modul yang
dikembangkan dengan ekspektasi administratif dapat
diminimalisir sejak tahap awal melalui siklus iteratif yang
ketat.

1 PENGLMPULAN

2. PERANCANGAN

Gambear 1. Siklus Pengembangan Prototype

Tahapan metode prototype dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Pengguna
Tahap ini merupakan fondasi krusial di mana peneliti
melakukan deep-dive terhadap kendala operasional
layanan. Analisis mencakup identifikasi kebutuhan
fungsional seperti fitur Form Builder dan API
Management, serta kebutuhan non-fungsional seperti
keamanan akses berbasis peran (role-based) dan
skalabilitas API (Laudon, 2022).

2. Perancangan Sistem
Proses ini melibatkan perancangan arsitektur sistem
yang bersifat modular agar memudahkan pemeliharaan
di masa depan. Perancangan ini mencakup:
a. Use Case Diagram
Diagram ini berfungsi untuk memetakan batasan akses
dan interaksi fungsional antara actor dengan sistem
SMLTI. Dalam konteks SMLTI, diagram ini
mendefinisikan batasan wewenang yang tegas: Super
Admin memiliki akses penuh terhadap manajemen API
dan konfigurasi sistem, Admin PD berwenang
mengelola layanan sektoral, sementara User hanya
memiliki akses terbatas pada pengajuan dan
pemantauan status layanan. Pemetaan ini krusial untuk
menjaga keamanan sistem dan mencegah akses yang
tidak sah terhadap data antar instansi (Satzinger, 2021).
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Use Case Diagram — SMLTI

Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI)

Super admin

Admin PD Y,
\\\\:
N,
RN
WS
\

Gambar 2. Use Case Diagram SMLTI

b. Class Diagram

Diagram ini digunakan untuk merancang struktur basis
data yang modular dan terstruktur. Pada SMLTI, Class
Diagram mengelola hubungan antar entitas vital seperti
User, Service Request, Template, dan API Key. Dengan
merancang struktur kelas yang tepat, sistem dapat
menjaga integritas dan konsistensi data transaksi,
sehingga setiap perubahan pada layanan dapat
terdokumentasi dengan baik tanpa merusak struktur
basis data utama (Pressman, 2022).
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Role Hierarchy hode it
nama

o | ot
e [ : o | . [Tonpieeom

ogs. o= > persyaraan i@
wama tems {77 nama
tats HI ) _|sig
canBeRequested()| p—

o

wercstion_coy
total_diguniskan

1 has s

<
g
]

- oo 34 ===

Fom Buer a [ Formiela

=3

o b

] 1maigneto® | 8 i
fome hok skses(aryy) €}
is scve $

it |t esegartzs|
gelAvaisbieModules ]
Lisoschcied

i
temglate_form id
{5 label

name
Verifikator

Verlhas: FomResponse sdmin)
Proses pengapan aesiator) [KategoriLayanan
Trachirg sdmin hashisesl) | senic Category

FormR

Ir] :
| vode le---2

| name
| destaipsi

UserBiasa
ol user>>

Lis_ective

Ajakan form aysnan
Tracking statss
Rwayat pangajuan

T ]
LogAktivitas ApiKe Setting
oyt ROSERD Syl Seheg
@ e [
o -t o
et - 45
b e pten
- [
i s s =)
catat) Vaid) isRogistaborEnsbied))
hasPermission()

Gambar 2. Class Diagram SMLTI

c. Activity Diagram

Diagram ini memetakan alur proses bisnis end-to-end
secara mendetail untuk memastikan efisiensi layanan.
Pada sistem SMLTI, Activity Diagram menjabarkan
alur kerja sistem mulai dari pengajuan layanan oleh
User, proses verifikasi berjenjang oleh admin sesuai
hierarki birokrasi, hingga sistem mengirimkan
notifikasi status akhir (seperti "Disetujui" atau
"Ditolak") secara otomatis. Diagram ini membantu
dalam mengidentifikasi titik bottleneck dalam alur
birokrasi yang nantinya akan disederhanakan oleh
sistem (Satzinger, 2021).

I
Em)

(st i Notivasi 8 Gt Log )

(sstom: upcste Status: Diolak) - (Sisten: Update Status:Revis)

User: Perbaik Isan

Gambar 3. Activity Diagram SMLTI

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah platform Sistem
Manajemen Layanan TI (SMLTI) yang dikembangkan di
Diskominfo Kota Tangerang Selatan. SMLTI diposisikan
sebagai subjek utama karena sistem ini merupakan inovasi
teknologi yang menjadi fokus evaluasi dalam mengatasi
kendala administratif di instansi tersebut. Peneliti
memposisikan SMLTI tidak hanya sebagai perangkat lunak,
tetapi sebagai entitas pusat yang menghubungkan berbagai
alur birokrasi, perangkat daerah, serta masyarakat, sehingga
pemilihan subjek ini didasarkan pada kebutuhan untuk
memetakan bagaimana integrasi sistem informasi dapat
meningkatkan maturitas digital dan efektivitas tata kelola
layanan TI secara menyeluruh (Sommerville, 2021).
Sementara itu, objek penelitian mencakup seluruh spektrum
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fungsionalitas manajemen layanan TI yang termuat dalam
sistem tersebut. Fokus utamanya meliputi efektivitas fitur
Form Builder sebagai instrumen pengumpul data dinamis,
ketepatan API Management dalam menjaga arus pertukaran
data yang aman antar-instansi, serta keandalan dasbor analitik
dalam menyajikan data real-time kepada pimpinan. Objek ini
dipilih untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana
komponen-komponen sistem tersebut dapat
menyederhanakan alur birokrasi yang sebelumnya bersifat
fragmen (Laudon, 2022).

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian,
peneliti menggunakan pendekatan triangulasi data yang
mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan dan
pengujian teknis. Pertama, studi literatur dilakukan dengan
menelaah literatur ilmiah, jurnal internasional, dan buku
referensi mengenai /7 Service Management (ITSM) serta
arsitektur sistem informasi pemerintahan untuk memperkuat
landasan teoritis (Laudon, 2022).

Kedua, peneliti melakukan observasi operasional secara
langsung terhadap alur birokrasi guna mengidentifikasi
hambatan (bottleneck) pada proses layanan manual, yang
hasilnya dipetakan untuk merancang arsitektur sistem yang
lebih adaptif (Satzinger, 2021).

Ketiga, pengujian fungsionalitas melalui Black Box Testing
dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap
fitur teknis dalam sistem SMLTI berjalan sesuai spesitikasi
tanpa kegagalan logika (Pressman, 2022). Terakhir, analisis
deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem
SMLTI dalam memberikan solusi terhadap masalah
fragmentasi data, dengan menekankan pada indikator
peningkatan kecepatan layanan, transparansi status bagi
masyarakat, serta kemudahan pengelolaan data bagi
administrator instansi (Sommerville, 2021).

4. Results and Discussions

4.1 Analisis Kebutuhan Pengguna

Tahap analisis ini dilakukan untuk memetakan kesenjangan
antara proses layanan manual di Diskominfo Kota Tangerang
Selatan dengan ekspektasi efisiensi organisasi modern.
Inefisiensi operasional utama bersumber dari ketergantungan
pada komunikasi informal dan penggunaan formulir fisik
yang terfragmentasi, yang secara signifikan meningkatkan
risiko human error serta menghambat pencapaian Service
Level Agreement (SLA). Proses birokrasi yang lambat
menyebabkan penumpukan antrean layanan, yang pada
akhirnya menurunkan produktivitas staf internal.

Sejalan dengan riset (Janowski, 2015), digitalisasi layanan
pemerintah menuntut restrukturisasi alur kerja yang mampu
merespons volume permintaan tinggi secara proaktif dan
sistematis. Analisis kebutuhan fungsional menunjukkan
bahwa fleksibilitas dalam pembuatan formulir adalah prioritas
utama untuk mengakomodasi variasi layanan yang dinamis
tanpa harus mengubah basis kode secara keseluruhan. Selain
itu, berdasarkan kajian (Gil-Garcia, 2018), penerapan
manajemen hak akses berbasis peran (Role-Based Access
Control) sangat krusial untuk menjaga integritas data dan
keamanan informasi antar-instansi agar tidak terjadi
kebocoran informasi sensitif. Berdasarkan hasil identifikasi
kendala operasional tersebut, berikut adalah rincian fitur
utama yang dirumuskan untuk SMLTI:
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No Fitur Deskripsi Prioritas
Kebutuhan
1 Form Builder =~ Pembuatan formulir Tinggi
dinamis berbasis
drag-and-drop
2 API Integrasi data antar- Tinggi
Management instansi yang aman
dan terstandarisasi
3 Dashboard Visualisasi progres Tinggi
layanan real-time
berbasis data
4 Multi-role Pengaturan hak akses ~ Sedang

Access (Super Admin,

Admin PD, User)

Tabel 1. Matriks Kebutuhan Fungsional Sistem

4.2 Analisis Penerimaan Konsep Sistem

Penerimaan konsep SMLTI divalidasi melalui serangkaian
diskusi teknis mendalam dan uji konsep untuk memastikan
arsitektur yang dirancang selaras dengan dinamika birokrasi
lokal. Staf internal menunjukkan respons positif terhadap
transisi paradigma layanan dari reaktif menjadi proaktif
melalui sistem terpusat. Ketidakpastian status pengajuan
selama ini diakui sebagai titik kritis yang menurunkan
kepercayaan publik; oleh karena itu, fitur visualisasi progres
layanan secara real-time menjadi solusi krusial untuk
meningkatkan keterbukaan informasi. Hal ini didukung oleh
temuan Al-Hujran et al. (2015) yang menyatakan bahwa
transparansi sistem informasi merupakan determinan utama
kepuasan pengguna dalam ekosistem e-government. Adopsi
sistem terpusat ini juga sejalan dengan kerangka transformasi
digital sektor publik menurut (Janowski, 2015). Pengguna
menyambut baik arsitektur berbasis web yang intuitif tanpa
hambatan teknis yang berarti, sehingga mampu menekan
biaya koordinasi organisasi secara signifikan. Untuk
merangkum pandangan pemangku kepentingan terhadap
konsep SMLTI, berikut disajikan tabel analisis penerimaan
pengguna:

No Aspek

Penerimaan

Hasil Temuan Dampak bagi

Organisasi

1 Transparansi Sangat Tinggi Meningkatkan
kepercayaan
publik melalui
status real-

time

2 Kemudahan Tinggi Mengurangi
kurva
pembelajaran
staf dengan UI

intuitif

No Aspek

Penerimaan

Hasil Temuan Dampak bagi

Organisasi

3 Kolaborasi Tinggi Mempermudah
koordinasi
lintas
perangkat

daerah

4  Efisiensi Sedang-Tinggi Mempercepat
siklus layanan
dibanding
metode

manual

Tabel 2. Analisis Penerimaan Pengguna terhadap Konsep
SMLTI

4.3 Perancangan Arsitektur SMLTI

Arsitektur SMLTI dirancang dengan pendekatan modular
berbasis service-oriented yang memisahkan antara lapisan
presentasi, logika bisnis, dan basis data. Desain ini
memastikan sistem memiliki skalabilitas tinggi serta
kemudahan dalam pemeliharaan jangka panjang, di mana
setiap komponen beroperasi secara independen namun
terintegrasi melalui protokol komunikasi yang aman.
Komponen utama arsitektur SMLTI meliputi:

1. Presentation Layer: Lapisan ini berfungsi sebagai
antarmuka pengguna yang dibangun dengan
pendekatan User-Centered Design agar responsif di
berbagai perangkat. Fokus utama lapisan ini adalah
menyediakan aksesibilitas yang intuitif bagi staf

internal maupun masyarakat, sehingga
meminimalkan kurva pembelajaran bagi pengguna
baru.

2. Logic Layer: Merupakan inti dari sistem yang
mengintegrasikan fitur Form Builder dinamis dan
API Management. Lapisan ini menangani seluruh
alur kerja aplikasi, mulai dari validasi request,
pengolahan data formulir, hingga koordinasi
pertukaran data antar-instansi.

3. Data Layer: Bertanggung jawab atas penyimpanan
dan pengelolaan data. Struktur ini menggunakan
Class Diagram yang terstandarisasi untuk
memetakan relasi antar-entitas, seperti User,
Service Request, dan API Key, guna menjamin
konsistensi data di seluruh operasional sistem.

4. Pemetaan Akses: Mengacu pada (Mergel, 2019),
penerapan Use Case Diagram diimplementasikan
untuk membatasi wewenang secara ketat. Hal ini
memastikan pemisahan fungsi yang jelas antara
Super Admin, Admin PD, dan User, sehingga
keamanan data dapat terjaga dan risiko
penyalahgunaan sistem dapat dimitigasi sejak dini.

4.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem SMLTI merupakan langkah transformasi
digital di Diskominfo Kota Tangerang Selatan yang
mengubah pola kerja konvensional menjadi ekosistem digital
terpadu. Sistem ini dirancang untuk merekonstruksi alur kerja
birokrasi menjadi lebih transparan dan efisien, di mana setiap
layanan dapat dipantau secara real-time sesuai dengan Service
Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan (Heeks, 2006).
Melalui penggunaan teknologi no-code pada Form Builder
dan integrasi API Management, sistem ini memberikan
otonomi bagi tim TI untuk melakukan penyesuaian layanan
secara cepat tanpa harus melakukan pengembangan ulang (re-
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coding), sehingga sangat
kebutuhan pemerintah daerah.
Sistem dimulai dari halaman login yang dapat disesuaikan
tampilannya oleh Super Admin—meliputi logo, warna, hingga
teks sambutan—untuk memberikan identitas profesional bagi
setiap Perangkat Daerah.

adaptif terhadap dinamika

®

Super Administrator|

Gambar 4. Halaman Login SMLTI

Setelah berhasil masuk, pengguna disuguhkan Dashboard
Utama yang berfungsi sebagai ruang kerja strategis untuk
menyajikan data analitik otomatis berupa grafik tren layanan
bulanan, distribusi status, statistik triwulanan, serta performa
perangkat daerah yang dapat diekspor ke format PDF atau
Excel, sebagaimana prinsip tata kelola IT yang mendukung
pengambilan keputusan

= Dashboard bl < JET

& N ° BaLas prose . ©

£ Tron Lipaman per Bulan & Disribusi Shatus Layaman

Gambar 5. Halaman Beranda Utama
Selanjutnya, untuk mendukung interoperabilitas, fitur
Manajemen API hadir sebagai pusat kendali komunikasi
antar-sistem yang menyediakan Live Monitor untuk
memantau aktivitas request secara real-time, dokumentasi 91
endpoint API, serta pengelolaan AP/ Key untuk koneksi
Machine-to-Machine yang aman bagi seluruh pengembang.

0w L

Gambar 6. Halaman Manajemen Api

Administrator kemudian menggunakan fitur Form Builder
untuk merancang formulir secara dinamis menggunakan
metode drag-and-drop, di mana admin dapat menentukan
komponen input serta mengatur alur verifikasi bertahap
(multi-verifikator) untuk setiap layanan. Setelah formulir
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dirancang, melalui fitur Konfigurasi Layanan dan Instansi,
administrator mendefinisikan katalog layanan TI beserta
kategorinya dan mengelola akses Perangkat Daerah, yang
didukung oleh matriks hak akses 20+ modul yang sangat
fleksibel untuk mengatur wewenang peran Super Admin,
Admin PD, Verifikator, dan User Gil-Garcia, J. R., et al.
(2018).

= Pembuat Formulir Super Admirisirator o & Kok

Pps el Properties
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Gambar 6. Halaman Pembuat Formulir

Sebagai "ruang tamu" digital, User Portal memungkinkan
masyarakat atau pegawai untuk mengajukan layanan dan
memantau progres secara real-time melalui fitur Timeline
yang memvisualisasikan tahapan pengajuan, melihat riwayat
layanan yang selesai, serta mengakses dokumen referensi
(Wijaya & Santoso, 2023). Terakhir, seluruh alur penggunaan
ini dilengkapi dengan pusat informasi bantuan, panduan
onboarding digital, lokasi kantor terintegrasi Google Maps,
serta kanal dukungan teknis 24 jam untuk menjamin
kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem
secara penuh.

= Layaran

s meansss @) o e

O Bin s
[IESp—

N arghop”

ik urtuk mamamisein e (s il skl | ki gl
Miaks. IOMB par il

Gambar 7. Antarmuka User Portal pengajuan

4.5 Penguijian Sistem

Tahapan pengujian sistem merupakan fase krusial dalam
siklus pengembangan SMLTI untuk memastikan seluruh
fungsionalitas, stabilitas performa, dan aspek keamanan
berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah
ditetapkan. Pengujian ini tidak hanya bertujuan untuk
mendeteksi bug atau celah logika, tetapi juga untuk
memvalidasi bahwa sistem mampu mendukung alur kerja
birokrasi yang kompleks agar menjadi lebih efisien. Metode
yang digunakan adalah Black Box Testing, yang menurut Al-
Sarayrah et al. (2020), merupakan pendekatan yang efektif
untuk memvalidasi kesesuaian antara input pengguna dengan
output sistem dalam konteks e-government tanpa harus
membedah struktur kode internal. Pengujian dilakukan secara
menyeluruh  terhadap tiga komponen utama: modul
manajemen bagi administrator, fitur layanan bagi pengguna,
dan fungsionalitas integrasi sistem. Berikut adalah ringkasan
hasil pengujian yang disajikan dalam bentuk matriks
fungsionalitas:
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. Hasil yang
ID  Fitur S(';fl“irt')" l};"%‘f?ahn Diharapka St:t“
P st n (Output)
Memasukka Sistem
. . n kredensial
1 Autentikas  Email & valid pada mengarahka Pass
i Password halaml:m n ke Dasbor
login sesuai role
Kompone Menarik Komponen Pass
2 Form o Dn[z) elemen ke tersimpan
Builder and- D%;) kanvas & dan muncul
P Kliksimpan  di Preview
Log request Pass
Reauest Melakukan dan
3 API que: request AP1 response
data via
. Monitor . ada Live tercatat
Endpoint p
Monitor secara real-
time
Verifikator Timeline Pass
4 Perubahan ~ mengubah Eznrugb% }T a
Timeline Status status dari meniadi
’ Layanan 'Proses' ke hii J y
Selesai’ ijau/centan
g
Mengubah Akses Pass
. Matriks checklist modul pada
5 Manajeme akun yang
Hak modul pada .
n Peran dituju
Akses Super
Admin berubah
seketika
Klik tombol 111 Pass
) terunduh
6 Ekspor Laporan Export denean data
Data Statistik PDF/Excel' ang sesuai
pada dasbor yang
di layar
Mengisi Sistem Pass
7 Pengajuan  form & mencgtat 1D
User Portal Layanan mengungea Pengajuan
: . dan status
h lampiran Pending'

Tabel 3. Pengujian Sistem BlackBox Testing

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.3, seluruh modul
utama mencapai status Pass, yang menunjukkan reliabilitas
sistem dalam menjalankan alur kerja birokrasi. Metode
pengujian ini selaras dengan Al-Sarayrah et al. (2020) yang
menyatakan bahwa validasi fungsional adalah tahap kritis
sebelum sistem diimplementasikan di lingkungan publik.
Integrasi APl Management yang diuji dalam fitur F-03
membuktikan bahwa arsitektur sistem mampu menangani
pertukaran data antar-instansi dengan /atency rendah. Hal ini
sejalan dengan kerangka kerja (Dwivedi, 2021) yang
menegaskan bahwa transformasi digital memerlukan
infrastruktur yang stabil untuk menjamin kepercayaan
pengguna. Selain itu, fleksibilitas Form Builder (F-02)
terbukti mampu memangkas waktu administratif, yang
didukung oleh temuan (Scherer, 2021) bahwa solusi no-code
meningkatkan adaptabilitas instansi terhadap perubahan
kebijakan.
Secara keseluruhan, efisiensi waktu layanan yang terpangkas
menjadi <24 jam membuktikan bahwa SMLTI bukan sekadar
digitalisasi administratif, melainkan instrumen strategis untuk
ekosistem Smart City yang akuntabel sebagaimana diuraikan
oleh Luna et al. (2023).
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5. Conclusions

Pengembangan Sistem Manajemen Layanan TI
(SMLTI) di Diskominfo Kota Tangerang Selatan
membuktikan bahwa transformasi digital pemerintahan
menuntut pendekatan holistik yang menyatukan
integrasi teknis, kemudahan pengembangan sistem,
serta tata kelola yang aman dan akuntabel. Melalui
implementasi kerangka kerja ITSM yang disiplin,
manajemen API yang terstandarisasi, dan penggunaan
teknologi no-code yang fleksibel, instansi mampu
mengatasi fragmentasi birokrasi, mempercepat respons
layanan, serta meningkatkan transparansi operasional
secara sistematis. Keberhasilan transformasi ini tidak
hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur web,
tetapi juga pada sinkronisasi budaya organisasi dan
keselarasan visi antara pengambil kebijakan dengan
pelaksana teknis dalam membangun ekosistem digital
yang koheren. Dengan mengadopsi model kematangan
digital sebagai acuan strategis, pengembangan SMLTI
terbukti mampu menjadi solusi layanan yang optimal,
aman, dan Dberkelanjutan, sekaligus memperkuat
kapasitas Diskominfo dalam memenuhi ekspektasi
masyarakat akan kualitas layanan publik yang modern,
responsif, dan berbasis data..
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